
 

 

 

 

 

 
BUPATI  SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR   4   TAHUN  2020 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

 NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 

Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2020 dan Surat 

Gubernur Jawa Tengah  Nomor : 900/0001344  tanggal 24 

Desember 2019 Perihal Penyampaian Alokasi Belanja Bantuan 

Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 

kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, sehingga 

perlu adanya penyesuaian anggaran;  
 

 b. bahwa berdasarkan ketentuan  Romawi V, hal-hal khusus 

lainnya butir 28  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  

33  Tahun  2019 tentang  Pedoman   Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 

Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang 

bersifat earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas 

Bumi  dalam rangka Otsus, DBH–DR, DAU Tambahan, DAK 

dan/atau DAK Tambahan, Dana Otsus, Dana Darurat, 

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer 

lainya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan  

kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya 

yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan 

dapat dilaksanankan mendahului penetapan peraturan 

daerah  tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran  

APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk 

selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung 

dalam LRA bagi Pemerintah  Daerah yang tidak melakukan 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; 

SALINAN 
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 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sukoharjo 

Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu 

diubah; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4755); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peaturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Ketujuhbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 123) 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 

Tahun 2012, Tambahan Lembaran negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5179); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2019 tentang  
Pedoman   Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
172); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 179); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 252); 

34. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukoharjo  Nomor   13 
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah  (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah  (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
253) 

35. Peraturan  Daerah  Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 8, 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 251); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8); 

37. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2019 Nomor 81) 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI SUKOHARJO NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

 
 

2. Ketentuan Pasal 3 dalam Lampiran II dengan Nomor  Kode 
1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,  Kode 1.02.01 
Dinas Kesehatan, Kode 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang, Kode 2.02.01 Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, Kode 2.09.01 Dinas Perhubungan, Kode 
2.11.01 Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah, Kode 4.01.03 Sekretariat Daerah, Kode 4.01.17 
Kecamatan Kartasura, Kode 4.03.01 Badan Perencanaan 
Penelitian dan Pengembangan Daerah  dan Kode 4.04.01 
Badan Keuangan Daerah diubah sebagaiamana tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
  

Pasal 6 
 

 Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan 
Keuangan yang diterima tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

 

 

 

 
 

 
 



-  8  - 

  

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal 14 Februari 2020 
 
       SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 
 
                     ttd 
 
           AGUS SANTOSA 
 
BERITA  DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2020 NOMOR 4 

Pasal  II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 
Ditetapkan  di  Sukoharjo 
pada tanggal 14 Februari 2020 
Febuari 017 
BUPATI SUKOHARJO, 

 
        ttd 
 

WARDOYO WIJAYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

 
 
 

BUDI SUSETYO, SH,MH 
Pembina Tingkat I 

NIP.19730705 199203 1 004 
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